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BELANJA MODAL APBD 2025 HANYARP 163 M

Mantan Ketua Dewan AJak ‘Sinau’ APBD

WATES (KR) - Kebi-
jakan Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Kulon-
progo dinilai masih jauh
dari harapan untuk men-
sejahterakan masyarakat
dan memajukan pemba-
ngunan daerah, di tengah
kondisi ekonomi terpuruk,
daya beli masyarakat ren-
dah dan Anggaran Pen-
dapatan Belanja Daerah
(APBD) rendah.

“Pemkab mengganti ba-
tik khas Kulonprogo, mis-
uh-misuh atau marah-ma-
rah tentang Toko Milik
Rayat (TomiRa), Revisi

Perda Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) menghenti-
‘kan operasional PT Selo
Adi
grompyangan, tapi jauh
dari upaya nyata mense-
jahterakan masyarakat
dan memajukan wilayah

Kulonprogo,” tegas man-

tan Ketua DPRD Kulon-
progo, Noor Harish, di
Wates, Kulonprogo, Jumat
(11/7).

Politisi Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB) Ku-
lonprogo ini meragukan
intervensi nyata Pemkab
Kulonpro terhadap upaya
mensejahterakan rakyat.
Hal itu tercermin dari ke-
cilnya belanja modal di
APBD 2025 yang hanya
Rp 163 miliar,

Karto (SAK). Itu

Drs Noor Harish.

"Padahal tahun 2020
ketika Sekda dan Kepala
Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah
(Bappeda)-nya nglaju dari
Yogya dan Bupati’ Wabup-
nva fuwa-tuwa, belanja
meodal Kulonproge menca-
pai Rp 340 miliar,” tegas-
nya.

Noor Harish mengajak
masyarakat untuk sinau
APBD. "Lihat belanja
modal 2025. Gedung/ ba-
ngunan Rp 53 miliar,
jalan/ jaringan/ rigasi Rp
78 miliar dari total belanja
Rp 1.737T," ungkapnya.

Lebih lanjut Dosen Univ
Sain Alquran (UNSIQ)
Wonosbo ini menyindir,
Pemkab Kulonprogo me-
mang luar biasa sibuk di
kegiatan-kegiatan seremo-
nial dan ngalem kahanan
gambil mewacanakan pro-

yek-proyek besar.

"Seperti embarkasi haji,
stadion 20 hektare (ha),
kawasan bandara dan
lain-lain, yg sebenarnya
bukan ranah wajib pem-
kab. Justru yang diper-
tanggungjawabKan pem-
kab ya APBD Kulonprogo.
Selain itu sunah bahkan
mubah,” ujar Gus Harish.

Sementara itu Ketua
DPRD EKulonprogo, ‘Aris
Syarifudin menanggapi
pertanyaan seputar peng-
hentian operasional PT
SAK oleh Bupati Agung
Setyawan, mengatakan,
sesuai Peraturan Daerah
(Perda) nomor 7/ 2017 ten-
tang PT SAK harus mel-
alui keputusan RUPS
atau putusan pengadilan
yang kemudian diminta-

"Yang terjadi sekarang
pemilik dalam hal ini
Pemkab KP belum meng-
adakan RUPS. Artinya
ketika Bupati mengeluar-
kan surat pembekuan
walaupun hanya semen-
tara dasarnya apa?. Saran
saya, semua duduk bersa-
ma untuk menyelesaikan
persoalan dan dinamika
SAK dan Perumda yang
lain,” tutur politisi muda
PDIP Kulonprogo terse-
but.
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